PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KETENAGAKERJAAN

J1. Dr. Sutomo No. 14 Batang 51215 Jawa Tengah Telp (0285) 39070767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/ of /2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN BARANG, DAN
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 pada Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Batang perlu ditunjuk Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di
lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Batang;

bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat ini,
dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab dalam membantu kelancaran pengelolaan
kegitan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang

Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupatenn Batang No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020
tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Batang Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten

Batang Tahun 2018 Nomor 31);

ati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran

8. Peraturan Bup
erah Kabupaten Batang Tahun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Pejabat sebagaimana disebutkan pada diktum “KESATU” keputusan ini
mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menyusun perencanaan pengadaan;

Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK);

Menetapkan rancangan kontrak;

Menetapkan HPS;

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

penyedia;

Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Menetapkan tim pendukung;

Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Melaksanakan epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp

200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);

10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

11. Mengendalikan kontrak;

12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA degan berita acara penyerahan;

14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

15. Menilai kinerja penyedia;
16. Melaksanakan pelimpahan wewenang kewenangan dari
PA/KPA, meliputi :
i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan
ii. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain
dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

C. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1. Melaksanakan persiapan .dan pelaksanaan pengadaan
langsung; .

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
untuk pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi /jasa lainnya
yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 ( dua ratus juta
rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling
banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan;

4. Melaksanakan epurchasing yang bernilai paling banyak Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

D. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Memeriksa  administrasi hasil pekerjaan  pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jasa
konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus
juta rupiah).

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang
dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupate Batang selaku
Pengguna Anggaran, sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tahun Anggaran 2021.

‘Keputusan ini’'berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BATANG
SELAKY PENGGUNA ANGGARAN

\g\ embing Tirigkat I
NIP:19660925199710 1 002
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